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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang

DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan
di Badan Koordinasi Pelayanan Modal sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016, Menteri
Perhubungan telah mendelegasikan kewenangan
pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan
izin usaha angkutan laut khusus kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian guna
percepatan pelayanan dalam pemberian perizinan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah
beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan
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Mengingat

Laut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22



10.

11.
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Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi
Pelayanan Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 24 Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 403);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Menetapkan

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang
menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan
laut.

2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan
angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan
Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.

3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan
angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke
pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar
negeri ke pelabuhan atau terminal khusus
Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan

angkutan laut.
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Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan
untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam
menunjang usaha pokoknya.

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha
rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai
karakteristik  tersendiri untuk melaksanakan
angkutan di perairan dengan menggunakan kapal
layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor
sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran
tertentu.

Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang
dalam melakukan kegiatan usahanya dengan
menggunakan kapal layar, kapal layar motor
tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran
tertentu.

Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan
di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah
yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan
perairan karena belum memberikan manfaat
komersial.

Penugasan adalah  penyelenggaraan  kegiatan
angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh
perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya
yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya
produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban
pelayanan publik.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan
jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga
angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta

alat apung dan bangunan terapung yang tidak



